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Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Afiliasi Tiktok 

Juridical Analysis of The Tiktok Affiliate Legal Protection  

I. Pendahuluan   

 TikTok adalah aplikasi media sosial yang paling banyak diunduh di awal tahun 2022. Dari Gen Z, 

milenial hingga baby boomer, semua orang beralih ke TikTok untuk mencari hiburan. Pada era digital saat ini 

banyak sekali media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berteman secara online tetapi kini banyak 

sekali sosial yang bisa mendapatkan penghasilan seperti pada media sosial instagram maupun youtube [1].  

Aplikasi tiktok di tahun 2020 berkembang pesat dan menjadi budaya baru di Indonesia. Lewat video dan 

lagu atau nyanyian yang ditampilkan pada aplikasi ini memudahkan informasi yang dapat disampaikan dan dapat 

memberikan rangsangan untuk yang melihatnya, menirukan atau menyebarkannya. Banyaknya masyarakat 

Indonesia yang sudah banyak menggunakan internet untuk dijadikan sebagai manajemen mempromosikan 

produknya atau usahanya dengan menggunakan media sosial terutama tiktok [2]. 

Pada fitur terbaru tiktok terdapat tiktok affiliate yaitu platform untuk melakukan jual beli secara online. 

TikTok Affiliate adalah sebuah program yang dibuat oleh TikTok untuk penggunanya yang ingin mendapatkan 

uang tambahan. Caranya cukup mudah, hanya perlu mempromosikan produk yang dijual seller di TikTok Shop. 

Affiliator akan mendapatkan komisi dari barang yang terjual, sesuai dengan perjanjian [3]. 

Tetapi pada platform ini ada beberapa permasalahan di dalamnya yaitu mengenai pencairan dana atau 

pembayaran untuk TikTok Affiliate yang tak kunjung dibayarkan dalam hal ini terdapat Tiktok Affiliate yang 

sudah melakukan jual beli pada platform tiktok dan produk yang sudah dijual telah sampai kepada konsumen. 

Dalam hal ini seharusnya komisi Afiliasi tersebut sudah harus diberikan atau dicairkan karena sudah 7 hari setelah 

pemesanan selesai dan sesuai dengan ketentuan dan klausul perjanjian yang telah disepakati dan sudah ditentukan 

atau ditetapkan oleh pihak-pihak dalam program Tiktok.[4]  

Dalam hal ini Tiktok Affiliate dan penjual sudah terdapat perjanjian atau kesepakatan yang sudah 

ditentukan oleh aplikasi Tiktok itu sendiri, bahwa Affiliate akan mendapatkan komisi 10% dalam setiap produk 

yang telah di jual. Maka perjanjian tersebut dapat di katakana sebagai perjanjian elektronik, pada UU ITE Pasal 

1 angka (17) menyebutkan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem 

Elektronik”, dan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan 

ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Dengan demikian hubungan antara tiktok affiliate dan penjual 

dianggap sebagai hubungan hukum karena menggunakan kontrak elektronik, apabila salah satu pihak melakukan 

kelalaian atau melanggar perjanjian maka wajib bertanggung jawab secara hukum untuk menyelesaikannya.[5] 

Berdasarkan pula pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 

Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Pasal 1 angka 1d mengatur pengertian Afiliasi 

yaitu hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan 

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan. Hubungan kemitraan antara penjual, pembeli, pembuat konten 

afiliasi, dan layanan penyedia yaitu TikTok menimbulkan permasalahan hukum yaitu terkait dengan kesepakatan 

para pihak. Dalam hal ini merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang telah disepakati dari pihak 

mulai. Syarat dan ketentuan yang sudah ada dan telah disusun dari awal oleh pihak layanan tiktok, menjelaskan 

tanggung jawab afiliasi, bahwa afiliasi tidak dapat secara kontraktual ikat tiktok. Dalam proses kegiatan yang 

berkaitan dengan afiliasi, dalam hal ini permasalahan dapat timbul karena hubungan hukum antara para pihak 

masih belum jelas.[6] 

Penelitian terdahulu tentang Afiliasi tiktok hanya membahas tiktok secara khusus dan umum, marketing 

tiktok atau strategi pemasaran afiliasi untuk peningkatan penjualan.[7] Sedangkan dalam hal ini penulis ingin 

membahas tentang perlindungan hukum terhadap Tiktok Affiliate karena pada penelitian terdahulu belum ada 

yang mengangkat secara khusus yang berfokus pada topik perlindungan hukum pada Tiktok Affiliate.  

   

Rumusan masalah: Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Afiliasi Tiktok 



Pertanyaan penelitian: Bagaimana perlindungan hukum terhadap perjanjian dalam pelaksanaan Afiliasi Tiktok 

tidak terpenuhi?  

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 16 https://sdgs.un.org/goals/goal16 karena pada SDGs 16 karena 

dalam topik penulis membahas tentang akses keadilan bagi semua atau bisa disebut dengan perlindungan hukum 

yang harus diberikan atau di dapatkan oleh semua kalangan.  

 

II. Metode 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif yang dengan 

melihat aspek-aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Teknik memperoleh bahan hukum yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka [8]. Serta Jenis pendekatan dilakukan adalah konseptual 

yaitu dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, 

konsepsi, doktrin dan norma hukum. Dalam hal analisis bahan hukum, penulis menggunakan analisis data secara 

deskriptif kualitatif, Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu 

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan [9]. 

III. Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.  
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